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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

HurufArab | Nama HurufLatin | Nama

‘ Alif - _

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

= Sa’ S Es dengan titik di atas

d Jim J Je

d Ha’ H Ha dengan titik di bawah
< Kha Kh Ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet dengan titik di atas

0 Ra’ R JEST

B Zai Z Zet

o Sin S Es

8= Syin Sy Es dan ye

o= Sad S Es dengan titik di bawah
o= Dad D De dengan titik di bawah
L Ta T Tedengantitik di bawah
L Za Z Zetdengantitik di bawah
¢ ‘Ain ¢ Komaterbalik di atas

¢ Gain G Ge

~ Fa F Fa

S Qaf Q Qi
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4 Kaf K Ka

J Lam L El

? Mim M Em

U Nun N En

3 Wau W We

° Ha’ H Ha

& Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda DA Hurut Latin MNama
i Farkrady a a
—| Kasrah I i i
i il 1 u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf; transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Mama Huruf Latin M ama
= fathal dan va’ i gdan i
* fatfal dan waw qu adan u
Contoh :
e~ kaifa

- ¥ " haula
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3. Maddah

Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Liralat Jan Mama Llvrul din ama
Hurut’ Tuanda
- ... kEthahdan alfifatan sa’ a a dan gariz di atas
Saiadddun va” 1 i dan sraris o al i
S darinial dan meair 1 u Jan garis 0 atas
s o mata
._r"..l : rama
= gl

e yamitu
4. Ta marbitah
Transliterasi untuk ¢a’ marbiitah ada dua, yaitu t@’ marbiitah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta@’ marbiitah yang -mati - atau mendapatkan harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbiitah dikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbiitah itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh :

_|'_i'.!.~15'| Ly : raudah al-atfal
el ﬂ...i.L._u : al-madinah al-fadilah
i : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau fasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid ( w ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
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perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :
o : rabbana
o
-
“fai I najjaind
- . =
2= al-haqq
"
-t : nu’ima
'ﬂ 4.
Bt : ‘aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (-),

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh :

:; : ‘Al (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

o

;”_; : ‘Arabi (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (a/if lam

ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf gamariyah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

Contoh :
. .-.-:-.:q o al-syamsu (bukan asy-syamsu)
::5-:_;:.' : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
L;:L:ll : al-falsafah
AT : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (°) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
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awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

caiat, O la’murina
[ :.__ﬂ |
1 Fa sal-nau’
L —
Il_-'

. L

e, : syai’un

[ ]

s T
il S umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahrlkata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia,
atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara = transliterasi di atas.
Misalnya, kata Al-Qur’an (dari A/-Qur’an), Alhamdulillah, dan munaqasyah.
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab,

maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarh al-Arba’in al-Nawawi

Risalah fi Ri‘ayah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh :

=

3o Sl
.d-""' |_,'-'-'-LI f"‘”‘-

dinullah  billah



Adapun ta’'marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalalah,

diteransliterasi dengan huruf [7].

Contoh :

LY e e omy oz d
J.'«IM\_T—_J;_;

hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab_tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK; DP, CDK, DR).
Contoh :
Wa ma Muhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran
Nasir al-Din al-Tiist
Nasr Hamid Abii Zayd
Al-Tafr

Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
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disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abi al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abii al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Ibnu)

Nasr Hamid Abt Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan,
Zaid Nasr Hamid Abu

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta‘ala

SAW. = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

AS = ‘Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = Wafat Tahun

QS .../...:4 = QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Mubh. Naldi, 2021. “Analisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu Terhadap
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 - 2020 Skripsi Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Ahmad Syarief Iskandar dan Dr. Adzan
Noor Bakri.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya
sendiri, yang kemudian kewenangan  tersebut dikenal dengan sebutan otonomi daerah.
Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang ekonomis, efisien,
dan efektif. Sehingga tercipta pelayanan publik yang maksimal, serta menjadi lebih mandiri
di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui hasil kinerja pengelolaan APBD
Pemerintah Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tiga tahun yakni Tahun 2018 - 2020 yang
diukur berdasarkan pengukuran Value for money dan analisis rasio keuangan APBD, serta
bertujuan untuk dapat menganalisis dampak yang dihasilkan atas penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap aspek kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang
digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu dokumentasi, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian teknik analisis data
yang digunakan yakni teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020 telah digunakan dan dikelola
dengan cara yang ekonomis, hal ini berdasarkan hasil pengukuran rasio ekonomis dan
analisis varians belanja daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan Pemerintah
Kabupaten Luwu dinyatakan baik kinerjanya. Selanjutnya pada rasio efisien, kinerja
keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan kurang efisien, sehingga capaian kinerja
pemerintah daerah menjadi tidak optimal dan realisasi pendapatan daerah yang diterima
tidak maksimal. Kemudian terkait rasio efektivitas, kinerja pengelolaan keuangan
pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan efektif. Penilaian kinerja tersebut berdasarkan
pengukuran rasio efektivitas dan efektivitas pajak daerah yang menunjukkan hasil bahwa
Pemerintah Kabupaten Luwu telah memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan, sehingga hal tersebut kemudian berdampak positif terhadap upaya
pemerintah daerah dalam mencanangkan program-program mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di daerah seperti penanganan kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja,
dan pelayanan publik yang maksimal.

Kata kunci: Kinerja APBD, Value for money, Kesejahteraan Masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki- kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya
sendiri, yang kemudian kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Dengan
adanya otonomi-daerah, Kabupaten memikul tugas dan tanggung jawab serta dituntut untuk
mampu berinovasi di dalam sistem pemerintahan daerah agar tercipta pelayanan sosial yang
lebih baik kepada masyarakat, serta menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan
meningkatkan kinerja keuangan daerah, yang selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada
pemerintah pusat dan masyarakat secara umum.*

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda
pemerintahan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga dengan demikian arah dari kinerja
pengelolaan keuangan daerah harus tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat yang besar
dan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah
daerah dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, dimana penggunaan
keuangan daerah tersebut berperan penting menentukan setiap tahunnya grafik pertumbuhan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Diketahui bahwa APBD merupakan anggaran tahunan

! Wahidah Niken Kusumadewi, Ventje Ilat, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa Utara Tahun 2010 - 2014”7, Jurnal EMBA 4, no. 1 (Maret 2016): 635,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1176
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Pemerintah Daerah yang kemudian dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lalu ditetapkan dan dialokasikan anggaran daerah tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Hal tersebut juga disebutkan Prof. Dr. Mardiasmo,
MBA, Akt., bahwa, “anggaran daerah merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang
hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial”.?

Peran ataupun dampak dari kinerja pengelolaan APBD terhadap pemenuhan kebutuhan
kesejahteraan masyarakat adalah visi-misi yang substansi untuk diciptakan pemerintah daerah.
Menurut Segel dan Bruzy dalam karya buku James Midgley tentang Pembangunan Sosial:
Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteran Sosial, disebutkan bahwa kesejahteraan sosial
adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi keadaan ekonomi, kebahagiaan,
dan kualitas hidup rakyat. Kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen.
Pertama, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan-
kebutuhan dipenuhi. Ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat
disediakan.?

Kesejahteraan dapat dimaknai dengan keadaan aman, selamat, tentram, hidup senang,
sejahtera, makmur, dan lain-lain. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan
sosial dari lembaga-lembaga pemerintah untuk membantu individu-individu dan kelompok-
kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak, dengan tujuan menegakkan hubungan

kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai kemampuan pertumbuhan mereka, serta

2 Mukhlis Arsyi Muto’i, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Kediri”, Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri 02, no. 11  (Agustus 2018): 2
http://simki.unpkediri.ac.id/detail/14.1.02.01.0258

3 Khaerul Agbar, Azwar Iskandar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan
Implementasinya Dalam Ekonomi”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 01, no. 3 (2020): 520
https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/206



bertujuan memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial sebagai pemenuhan
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*

Sehingga dari penjelasan tersebut, pemerintah daerah sudah sepatutnya dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bekerja secara profesional menyikapi persoalan-
persoalan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, meminimalisir angka pengangguran,
terciptanya lapangan kerja, serta tersedianya pelayanan-pelayanan publik yang maksimal.

Pada penelitian ini, objek penelitian yang akan dianalisis peneliti adalah Kabupaten Luwu
yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terkait bagaimana hasil-hasil
realisasi kinerja serta dampak dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020, dimana dalam menganalisis hal tersebut peneliti
menggunakan data awal yang diperoleh dari informan di instansi Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Luwu sebagai data pembanding untuk dijadikan bahan kajian lanjutan peneliti terkait
dampak dari hasil realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap
statistik kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu dalam kurun waktu selama tiga tahun, yakni
Tahun 2018 - 2020. Sehingga berdasarkan temuan data awal peneliti tersebut, peneliti menduga
bahwa kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik,

mampu meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah.

* Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”, Akademika: Jurnal Pemikiran

Islam 20, no. 2 (2015): 245, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/445



1. Pengaruh APBD Terhadap Penanganan Kemiskinan

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020

Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Persentase
(Rupiah/Kapita/Bulan) Penduduk Penduduk Miskin
Miskin (ribu)
2018 305.722 4791 13,36
2019 318.911 46,18 12,78
2020 347.539 46,04 12,65

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan hasil temuan data peneliti di instansi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Luwu pada tabel 1.1 terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Dinas Sosial
Kabupaten Luwu selaku instansi yang bertugas menangani program kemiskinan masyarakat di
Kabupaten Luwu dinilai kinerjanya tergolong cukup baik, dimana data penduduk miskin
masyarakat Kabupaten Luwu telah mengalami penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,71%
dalam kurun waktu 3 tahun, yakni Tahun 2018 - 2020. Meski demikian, penggunaan anggaran
daerah mesti lebih dioptimalkan agar mendapatkan pencapaian persentase kemiskinan yang lebih
rendah lagi dan tepat sasaran, mengingat bahwa peningkatan pembangunan kesejahteraan
masyarakat di daerah dalam hal ini persoalan kemiskinan, penting untuk menjadi perhatian dan
fokus pihak pemerintah daerah.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah, persoalan tersebut tidak terlepas dari

upaya pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran serta pelaksanaan otonomi daerah yang



baik.’ Pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan menggunakan APBD, sebab hakikatnya
mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah. Sebagaimana yang
diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebuah perencanaan
keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya, kemudian dimufakati dan ditetapkan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan bagian dari rangkaian kebijakan
pemerintah daerah, sehingga dalam penggunaannya harus dikelola dengan baik, agar dapat
menghasilkan pertumbuhan ekonomi- secara optimal yang nantinya juga berdampak terhadap
program pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan masalah pengangguran.’

Untuk mengetahui penyebab terjadinya kemiskinan pada suatu daerah di Indonesia,
terdapat beberapa aspek yang menjadi cakupan masalah kemiskinan tersebut yakni:
ketidakmampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan,
kemudian akses pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang sulit dijangkau seperti kebutuhan
pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik, dan transportasi, kemudian rendahnya
kemampuan masyarakat dalam melakukan proses mengelola modal menjadi investasi yang

mampu menghasilkan peningkatan pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan kepada usia

> Ni Luh Nana Putri Ani, A.A.N.B. Dwirandra, “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan
Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6, no. 3

(2014): 483, https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8341

® Muhammad Yasin, Slamet Riyadi, Ibrahim Ingga, “Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja
Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur”, Jurnal Ekonomi & Bisnis

Islam 2, no. 2 (September 2017): 496, http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/1895

7 Noni Kumpangpune, David P. E. Saerang, Daisy S.M. Engka, “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung”, Jurnal Pembangunan
Ekonomi dan Keuangan Daerah 20, no. 3 (2019): 61,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32799



angkatan kerja yang belum bekerja untuk mendapatkan akses kesempatan kerja, serta
ketidakmampuan dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat karna disebabkan cacat fisik
ataupun cacat mental.®

2. Peran APBD Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke - Atas,
Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020

Kegiatan Utama 2018 2019 2020
Angkatan Kerja | Bekerja 144.859 152.169 153.113
Penganggura 5.866 7.436 7.956
Terbuka
Bukan Angkatan | Sekolah 22.209 19.992 19.302
Kerja
Mengurus 50.996 55.720 71.533
Rumah Tangga
Lainnya 11.944 11.390 12.056
Jumlah 235.874 246.707 263.960

Sumber : BPS Kabupaten Luwu

Usia angkatan kerja yang diperbolehkan bekerja oleh Pemerintah Indonesia adalah
minimal 15 tahun sampai batas usia yang tidak ditentukan.’ Pada tabel 1.2 tentang data serapan

tenaga kerja Kabupaten Luwu yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu

8 Juli Panglima Saragih, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal
Ekonomi & Kebijakan Publik 6,no. 1 (Juni 2015): 51, http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/155

° Jui Rompas, Deisy Engka, Krest Tolosang, “Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal Berkala lImiah Efisiensi 15, no. 4 (2015): 128,
https://ejournal.unsrat.ac.id./index.php/jbie/article/view/9461



dari Tahun 2018 - 2020 terlihat kurang baik. Hal tersebut dikarenakan usia angkatan kerja pada
tahun tersebut mengalami lonjakan pada angka pengangguran terbuka dari tahun ke tahun.

Indonesia sendiri memiliki beberapa poin permasalahan utama pada sektor
ketenagakerjaan yakni: (1) meningkatnya angka pertumbuhan angkatan kerja yang disebabkan
karna bertambahnya penduduk yang telah memasuki usia angkatan kerja, (2) besarnya jumlah
angkatan kerja tapi dominan hanya berpendidikan yang rendah, (3) tingginya partisipasi
angkatan Kerja, namun tidak sebanding dengan tingginya pendapatan atau upah tenaga kerja.'

Tingginya jumlah angkatan kerja namun kurang diserap oleh industri, disebabkan karna
angkatan kerja tidak memiliki keahlian ataupun kemampuan untuk dapat menyesuaikan dengan
kebutuhan industri, sehingga peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
soft skill maupun hard skill angkatan kerja yang belum bekerja dengan mencanangkan beberapa
program pelatihan tenaga kerja. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memaksimalkan
penggunaan keuangan daerah untuk dapat meningkatkan dan memprioritaskan program
perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal, serta mencetak lapangan pekerjaan
yang sekiranya mampu memberikan ruang kesempatan bekerja kepada usia angkatan kerja yang
belum bekerja, sehingga dengan demikian hal tersebut berdampak positif guna mengurangi
angka pengangguran di tengah masyarakat."!

Selain itu, untuk dapat menyerap usia angkatan kerja yang belum bekerja, penggunaan

anggaran belanja daerah oleh pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal ataupun kebijakan

10 Sri Maryanti, Rinayanti Rasyad “Analisis Sektor Unggulan Terhadap Kinerja Ekonomi Dalam Menyerap
Tenaga Kerja di  Kota  Pekanbaru”,  Pekbis  jurnal 7, no. 1 (Maret 2015): 36,
https://www.neliti.com/publications/8920/analisis-sektor-unggulan-terhadap-kinerja-ekonomi-dalam-menyerap-
tenaga-kerja-di

"' Ni Putu Ambar Pratiwi, I Gusti Bagus Indrajaya, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran
Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali”, Buletin Studi

Ekonomi 24, no. 2 (Agustus 2019): 225, https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/download/52604/31118



moneter, mesti mempertimbangkan bahkan memprioritaskan usaha-usaha sektor ekonomi yang
berpotensi meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat seperti sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, manufaktur, sektor produksi, jasa, dan lain-lain.
Hal tersebut bertujuan untuk mengupayakan pertumbuhan perekonomian daerah, dimana hal
tersebut juga merupakan salah satu peluang kesempatan kerja bagi usia angkatan kerja yang
belum bekerja."

Berdasarkan uraian tabel-tabel tersebut, peneliti kemudian menilai bahwa sekiranya
penting untuk dilakukan analisis yang mendalam terkait peningkatan pembangunan
kesejahteraan masyarakat di daerah agar lebih tepat guna dan tepat sasaran, mengingat bahwa
kebutuhan dalam mengukur kinerja penggunaan APBD juga bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu agar lebih ekonomis, efisien dan efektif.
B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hasil kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020 berdasarkan pengukuran rasio
ekonomis, efisien, dan efektif ?

2. Bagaimana dampak yang dihasilkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 — 2020 terhadap kesejahteraan

masyarakat ?

12 Alisman, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat”, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) 3, no. 2 (2018): 330,
https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1040



C. Tujuan Penelitian
Bersumber pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk dapat mengetahui hasil kinerja pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu
dalam kurun waktu tiga tahun yakni Tahun 2018 - 2020 yang diukur berdasarkan
pengukuran Value for money yang terdiri dari rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk dapat menganalisa dampak yang dihasilkan atas penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020
terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.
D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan upaya
pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah serta sebagai pendukung
terhadap penelitian sebelumnya terkait kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang ekonomis, efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti masa depan
yang memilih objek penelitian yang serupa.

Secara praktis, semoga penelitian ini bisa menjadi informasi yang konstruktif untuk
pemangku kebijakan daerah serta menjadi bahan evaluasi ataupun masukan bagi pemerintah
daerah terkhusus Pemerintah Kabupaten Luwu. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah

wawasan, pengetahuan, serta pengalaman sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara umum.



A.

BABII

KAJIAN TEORI

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada dasarnya penelitian terdahulu digunakan sebagai teori pendukung untuk menyusun

konsep berpikir pada penelitian ini, juga sebagai upaya untuk menghindari adanya kesamaan

dengan penelitian sebelumnya guna membuktikan bahwa peneliti tidak melakukan duplikasi dari

hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1.

Mahpudin Fransisca Mega Lestari, “Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan
Daerah: Kasus APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 — 2020”. Penelitian ini
membahas tentang kinerja dan kemampuan pengelolaan anggaran daerah Kabupaten
Lebak tahun anggaran 2018 — 2020. Teknik analisis yang digunakan yakni pendekatan
kualitatif dengan menganalisa 13 indikator pengukuran wuntuk mengkaji serta
menginterpretasikan data dokumen pemerintah daerah."” Adapun hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa secara garis besar kinerja keuangan (APBD) Kabupaten Lebak
belum menunjukkan performa yang baik, dimana beberapa indikator pengukuran yang
digunakan memperlihatkan hasil kurang memuaskan dengan nilai persentase rendah.
Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu konsep pembahasan pengelolaan APBD

pemerintah daerah dalam periode tertentu, dan yang membedakan yakni lokasi penelitian.

13 Mahpudin Fransisca Mega Lestari, “Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah: Kasus APBD

Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 — 20207, Jurnal Administrasi Publik 12, no. 2 (2021): 153,

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/11284
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2 Isra Ul Huda, Anthonius J Karsudjono, “Belanja Daerah Sebagai Upaya Mengatasi
Kemiskininan dan Pengangguran di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisa belanja daerah sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan
pengangguran Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode analisa data
kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu anggaran belanja daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2012 — 2019 belum mampu mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan di Kota
Banjarmasin.'* Persamaan pada penelitian ini yaitu tentang upaya Pemerintah Kota
Banjarmasin menggunakan anggaran belanja daerah untuk mengatasi masalah
kemiskinan di daerah. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu lokasi, konsep, dan
instrumen penelitian.

3 Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini membahas
tentang bagaimana kinerja keuangan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2010-2013. Teknik analisis yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif dengan
menggunakan rasio keuangan. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
dalam merealisasikan anggaran ~pendapatan dan belanja dinyatakan baik  dan
pertumbuhan pendapatan dinyatakan cukup baik.® Adapun kesamaan pada penelitian ini
yaitu terkait pembahasan pengelolaan APBD pemerintah daerah dalam periode tertentu,

dan yang membedakan yakni lokasi penelitian, konsep, dan sampel penelitian.

14 Isra UI Huda, Anthonius J Karsudjono, “Belanja Daerah Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskininan dan
Pengangguran di Kota Banjarmasin”. Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen 8, no. 2 (Juli 2021): 50,
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alkalam/article/view/5298

15 Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Riset Akuntansi & Riset 16, no. 1 (Maret 2016),

http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050
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4. Laily Chodariyanti, “Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini
membahas tentang penggunaan APBD pada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten
Lamongan. Kemudian jenis penelitiannya menggunakan pendekatan analisis deskriptif
komparatif-kuantitatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di
Kabupaten Lamongan dapat bertumbuh dan searah korelasinya dalam penggunaan APBD
Kabupaten Lamongan.'® Persamaan pada penelitian ini yaitu kajian spesifik tentang
bagaimana peran dan pengaruh APBD dalam menyerap tenaga kerja di daerah,
sedangkan yang membedakan yakni lokasi, konsep, dan instrumen penelitian.

Pada tinjauan empat jurnal penelitian terdahulu di atas, peneliti menganalisis kinerja
APBD terhadap dua indikator kesejahteraan masyarakat, yakni penanganan kemiskinan dan
sektor ketenagakerjaan. Terkait studi literatur pengaruh APBD terhadap penanganan kemiskinan,
terdapat kelemahan pada penelitian sebelumnya, yakni belum tuntasnya pembahasan secara
detail terkait langkah-langkah strategis dalam menuntaskan kemiskinan pada suatu wilayah atau
daerah. Penelitian terdahulu hanya menjelaskan pengelolaan APBD mesti disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat dan potensi daerahnya. Selain itu, terkait peran dari penggunaan APBD
disebutkan belum maksimal dalam penanggulangan kemiskinan. Pada studi literatur peran
APBD terhadap penyerapan tenaga kerja, juga memiliki kelemahan pada penelitian terdahulu,
yakni belum adanya kajian mendalam terkait penggunaan anggaran ketenagakerjaan dalam
APBD untuk menyerap dan menangani penduduk jiwa yang telah memasuki usia angkatan kerja

namun belum bekerja. Dimana hal tersebut disebabkan karna terbatasnya kesempatan kerja di

16 Laily Chodariyanti, “ Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan”, Media Mahardhika 17, no. 1 (September 2018): 79,
https://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardika/article/view/60
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sektor industri karna syarat kualifikasi keahlian dan pendidikan angkatan kerja sangat tinggi.

B.

1.

Landasan Teori
Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu

menjadi hak daerah. Adapun sumber pendapatan daerah diperoleh dari :

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana PAD sendiri terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan
kepada daerah untuk mendanai keseluruhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Adapun sumber dana yang berasal dari pos dana perimbangan terdiri dari
dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD
dan dana perimbangan. Dimana pendapatan ini meliputi pendapatan hibah, dana darurat,
dan lain-lain pendapatan yang diterapkan.

Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah adalah anggaran yang digunakan untuk keperluan
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penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri

dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dilakukan oleh bidang

tertentu di pemerintahan daerah.

Menurut Halim, belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah

daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah

diatasnya."

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas 4 jenis, yakni :

a.

Belanja Operasi (Belanja Rutin)

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang
memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal (Belanja Pembangunan)

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari
belanja untuk memperoleh tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan
gedung, belanja jalan dan irigasi, belanja jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk
keperluan darurat. Contohnya seperti belanja penanggulangan bencana alam, bencana

sosial dan lain-lain.

17 Debby Tamara Enre, “Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan”,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2020): 17, http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9278
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d. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kabupaten kepada

pemerintah desa. Belanja transfer terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja bagi hasil dan

belanja bantuan keuangan.
3. Kinerja APBD

Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat
membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan roda
pemerintahan daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, yang mana APBD
bersifat penting _dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan
bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dan tepat sasaran, mampu mengentaskan
kemiskinan, menyerap usia angkatan kerja yang belum bekerja, meningkatkan angka partisipasi
dan mutu pendidikan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah bersama dengan DPRD berperan penting dalam menetapkan
kebijakan penggunaan APBD setiap tahunnya, dimana keseluruhan kegiatannya meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, pertanggungjawaban, serta pengawasan.
Diketahui bahwa kinerja APBD dalam suatu periode dapat dinilai dengan meninjau kemampuan
pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah serta memprioritaskan alokasi dana
belanja daerah secara optimal.

Terkait kinerja pengelolaan APBD, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt, mengemukakan
bahwa untuk mengukur suatu kinerja keuangan daerah atau sistem penganggaran berbasis

kinerja, peneliti dapat menggunakan pendekatan analisis value for money yang menekankan
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prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas. '®

Oleh karenanya, peneliti bermaksud untuk menggunakan metode pengukuran value for
money sebagai rasio pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga nantinya
menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang
lebih baik, serta tepat sasaran membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya untuk
kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil bacaan peneliti, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt, adalah seorang
Guru Besar Program Studi- Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, beliau juga
merupakan pejabat tinggi negara yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil
Menteri Keuangan mendampingi Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia pada masa
kabinet kerja 27 Oktober 2014 - 20 Oktober 2019. Sebelumnya Prof. Dr. Mardiasmo juga pernah
menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, pada
masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun periode 2010 - 2014.

Peneliti dalam menganalisis kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu tidak hanya
menggunakan analisis metode value for money yang terdiri dari rasio ekonomis, efisien dan
efektivitas. Untuk memperdalam analisis, peneliti juga menggunakan metode analisis rasio
keuangan APBD yang terdiri dari 5 indikator pengukuran untuk mengkaji serta
menginterpretasikan data dokumen pemerintah daerah yakni analisis pertumbuhan pendapatan,
analisis kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, analisis varians belanja,
serta rasio keserasian belanja (belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja

daerah).

¥ Budi S Purnomo, Cahaya Putri, “Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran
Berkonsep Value for Money”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 6, mno. 3 (2018): 468,
https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14886
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4. Teori Ekonomi Islam Tentang Kesejahteraan

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur
kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dimana, ekonomi dalam Islam
harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil,
kebersamaan, dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
setiap pelaku usaha." Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam ialah terwujudnya baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur, yang berarti: Pertama, kesejahteraan ekonomi yang mencakup
kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kedua, tercukupinya kebutuhan dasar manusia
yang meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta
sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Ketiga,
penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, ekonomis. Keempat, distribusi harta,
kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Kelima, menjamin
kebebasan individu. Keenam, kesamaan hak dan peluang. Ketujuh, kerjasama dan keadlilan.?

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan adalah aspek penting dalam kemajuan individu
dan masyarakat, sebab hal tersebut merupakan kebahagiaan yang dicita-citakan di dunia dan
akhirat. Disebutkan bahwa negara yang maju adalah negara yang mampu mensejahterakan dan
membahagiakan rakyatnya dengan mencapai maqgasid al syari’ah, yang mana konsep tersebut

merupakan konsep negara sejahtera (baldatun tayyibah) yang diridhai Allah Azza wa Jalla. *!

19 Suhendi, “Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan”, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi
Kita 1, no. 2 (2012): 300, http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/18

20 Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”, Akademika: Jurnal

Pemikiran Islam 20, no. 2 (2015): 250, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/445

2l Nasrulloh, “Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Manajemen dan Ekonomi 4, no. 1 (2021):

45, https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/78
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Terkait penilaian atas kinerja pemerintah, dalam pandangan Islam disebutkan bahwa
seseorang yang telah dititipkan amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mesti
menjunjung prinsip keadilan, hal tersebut kemudian dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8 :

PREERN PSS Jﬁwuu@}%mu ARV W g A /u.su@., 45

? 1 £ 28

3lass & s 55 A 1,50 Tyl i b D
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena
Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu
kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti

terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Kemudian disebutkan juga dalam QS. Al-Kahfi ayat 7 :
%W‘oi{ jl.:.:j\.&w)up)wdbu \Zj
Artinya:
“Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya,

untuk kami menguji mereka, siapakah diantaranya yang terbaik perbuatannya”.

Pada hakikatnya, pemerintah daerah memiliki amanah sebagai khalifah atas rakyatnya,
yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah dan mengelola pemerintahan agar
menjadi baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya serta amanah dalam mengelola
keuangan daerah. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam sebuah riwayat hadist, yang

sepatutnya menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan
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pengelolaan keuangan daerah, dari Abdullah bin Umar Radiyallahu ‘Anhu bahwa baginda Rasul

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :
sie; B5 J5iiag o paylates 8 Jita 1S5 o i

Artinya:

“Setiap  kalian  adalah  pemim setiap  pemimpin  akan  dimintai

alah pemimpin yang akan diminta

pertanggungjawaban ata.

pertanggungjawa



C. Kerangka Pikir

20

Kerangka pikir yang dikemukakan ialah sebuah gambaran yang membahas pokok

permasalahan penelitan, dan digunakan untuk menunjang serta mengarahkan penelitian ini.

Adapun gambaran alur kerangka pikir yang dimaksud adalah seperti berikut :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Pemerintah

Kabupaten Luwu Tahun 2018 -2020

APBD

Mengukur Kinerja Realisasi APBD
Menggunakan Metode Value for money
dan Metode Analisis Rasio Keuangan

Mendeskripsikan Hasil
Pengukuran Kinerja APBD
Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun 2018 - 2020

Menganalisis Peran dan

Dampak Kinerja APBD

Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban peneliti yang bersifat dugaan sementara dan mengacu pada data
awal yang diperoleh atau didasarkan teori. Berdasarkan landasan teori serta kerangka pikir yang
diungkapkan, maka peneliti menduga bahwa untuk mengukur kinerja APBD Pemerintah
Kabupaten Luwu dapat menggunakan metode analisis value for money dan analisis rasio
keuangan APBD, sehingga peneliti menilai bahwa kinerja keuangan daerah akan lebih tepat guna
dan tepat sasaran serta dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang

outputnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara
terstruktur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun 2018 - 2020, dimana peneliti dalam prosesnya mencoba mengumpulkan data, mengolah
data, menganalisis, kemudian menginterpretasikan data yang kemudian diperoleh. Pendekatan
deskriptif juga digunakan peneliti agar dapat menguraikan hasil penelitian atau menjelaskan
objek yang diteliti melalui data atau sampel yang diperoleh.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini1 dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Luwu, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran
Pemkab Luwu). Adapun waktu izin penelitian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Luwu
melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu, tercatat dimulai pada tanggal 19

Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021.

C. Definisi Operasional Variabel
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di
bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan

indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijkan atau ketentuan perundang-undangan

22
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selama periode anggaran. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dinilai melalui

penerimaan dan pengeluaran, yang sering juga disebut pendapatan dan belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana
semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dikelola dalam APBD. Hal tersebut dilakukan
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk
lebih cermat mengelola pembangunan daerah sendiri dan bertanggungjawab dalam pemenuhan

kebutuhan kesejahteraan masyarakatnya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh Laporan Realisasi APBD Pemerintah
Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020. Namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan materi,
maka peneliti lebih fokus menggunakan sampel sebagai objek penelitian yang akan dikaji.
Adapun sampel penelitian ini yaitu Laporan Anggaran Pendapatan, Realisasi Pendapatan,
Anggaran Belanja, dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020, yang
diukur dengan menggunakan metode analisis value for money, serta menggunakan analisis rasio
keuangan APBD.
E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi dan data yang dibutuhkan. Maka, metode
pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Observasi (pengamatan)

Teknik ini dilakukan sebagai upaya mengumpulkan data dengan cara menentukan objek

yang akan diamati, mengumpulkan fakta terkait objek yang diteliti, lalu mencatat data

hasil observasi.
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Berikut adalah objek yang diamati peneliti :

Tabel 3.1
Objek Pengamatan

Aspek yang diamati Indikator
1. | Pengukuran Ekonomis APBD

Kinerja APBD Pemerintah

Kabupaten Luwu 2. | Efisiensi Penggunaan APBD

Tahun 2018 - 2020 3. | Bfektivitas Kinerja APBD

Dokumentasi

Teknik i dilakukan dengan mengumpulkan serangkaian informasi dan data berupa
dokumen-dokumen resmi, yakni Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten
Luwu Tahun 2018 - 2020 dan telah diaudit.

Wawancara

Teknik ini digunakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, dalam
hal ini kepada pejabat terkait di instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Pemerintah Kabupaten Luwu, dengan maksud tujuan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dan mengetahui lebih mendalam terkait masalah yang diteliti.

Studi Pustaka

Teknik ini digunakan dengan mempelajari literatur-literatur terkait kemudian
mengumpulkan data yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, artikel terkait, maupun sumber
lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan topik.

Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud instrumen penelitian yaitu alat penelitian
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yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat, agar kegiatan penelitian
menjadi lebih cermat, terstruktur dan lebih mudah untuk dilakukan analisis selanjutnya.*
Adapun alat penelitian yang digunakan yakni berupa pedoman wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, dimana sumber data
yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020. Adapun proses analisis yang dilakukan, yakni :
1. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan di

instansi lembaga Pemerintah Kabupaten Luwu yakni Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD), dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen resmi

berkenaan dengan objek yang diteliti dan melakukan wawancara dengan pejabat terkait.
2. Selanjutnya, informasi dan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan

konsep value for money dengan menggunakan pengukuran rasio ekonomis, rasio efisiensi
dan rasio efektivitas. Selain itu, peneliti juga menambahkan metode analisis rasio
keuangan APBD untuk analisis yang lebih mendalam terkait kinerja APBD Pemerintah

Kabupaten Luwu. Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut :

a. Konsep Value for money

Value for money menurut Prof. Dr. Mardiasmo merupakan konsep pengelolaan
organisasi sektor publik yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu ekonomis,
efisiensi, dan efektivitas. Tuntutan masyarakat dalam value for money adalah

ekonomis atau hemat dalam pengadaan anggaran dan alokasi sumber daya, kemudian

22 Hamni Fadillah Nasution, M.Pd, “Instrumen Penelitian dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif”,
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kelslaman 4, no. 1 (2016): 64, http://repo.iain-padangsidimpuan.ac.id/326/1/416-1276-1-
PB.pdf
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efisien (berdaya guna) dalam arti bahwa penggunaan anggaran diminimalkan dan
hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam mencapai tujuan atau target yang telah
ditetapkan.” Berikut rumus pengukurannya:
1)  Pengukuran Ekonomis :

Realisasi Belanja

Rasio Ekonomis = x 100 %
Anggaran Belanja

Pada dasarnya, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta
menghindari pengeluaran anggaran yang tidak hemat, digunakan pengukuran
ekonomis untuk dilakukan perbandingan input dengan input value. Dimana
variabel input value dinyatakan sebagai realisasi belanja dan variabel input
adalah anggaran belanja. Sebagaimana Mahmudi (2013:84) menyebutkan
bahwa ekonomis terkait dengan pengkonversian input yang berupa sumber
daya keuangan dalam hal ini anggaran daerah, menjadi input sekunder berupa
tenaga kerja, bahan kerja, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi

untuk kegiatan operasional pemerintah. >

2 Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, “Analisis Pengukuran Kinerja
Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value Foe Money”, Jurnal Riset Ekonom,
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 8, no. 4 (2020): 783,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072

24 Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, “Analisis Pengukuran Kinerja
Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value Foe Money”, Jurnal Riset Ekonom,
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 8, no. 4 (2020): 783,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072
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2)  Pengukuran Efisiensi :

Output
Rasio Efisiensi = —— x 100 %

Input
Program pemerintah dikatakan efisien, apabila mampu menghasilkan output
yang sebesar-besarnya dengan menggunakan input serendah-rendahnya.
Tingkat efisiensi dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara realisasi
anggaran pendapatan (output) yang dihasilkan, dengan realisasi anggaran
belanja (input) yang digunakan. Sebagaimana Mahmudi (2013:85) menjelaskan

bahwa efisiensi terkait dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan

sumber daya yang digunakan (input) untuk menghasilkan output tersebut. °

3)  Pengukuran Efektivitas :

QOutcome
Rasio Efektifitas = x 100 %
Output

Berbeda dengan prinsip ekonomis dan efisiensi, prinsip efektivitas dalam
mencapai tujuan lebih fokus kepada target yang telah ditetapkan. Efektivitas
merupakan suatu kegiatan untuk mencapai target, dimana dalam pencapaian
kinerjanya mesti tepat sasaran agar menghasilkan kebermanfaatan kepada

publik. Mahmudi (2013:86) kemudian menyebutkan bahwa jika rasio ekonomis

% Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, “Analisis Pengukuran Kinerja
Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value Foe Money”, Jurnal Riset Ekonom,
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 8, no. 4 (2020): 783,
https://ejournal unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072
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berfokus pada input dan rasio efisiensi berfokus pada output, maka rasio
efektivitas berfokus outcome. 2
b. Konsep Analisis Rasio Keuangan APBD
Peneliti dalam menganalisis kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Luwu tidak hanya
menggunakan analisis value for money. Untuk memperdalam analisis, peneliti juga
menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu cara
untuk membuat perbandingan data keuangan, sebagai dasar untuk mengetahui kinerja
keuangan suatu lembaga (Samryn, 324).” Adapun rasio keuangan APBD pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) = Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk mengetahui laju
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu, apakah
mengalami pertumbuhan secara positif dan kecenderungannya (trend)
meningkat ataukah mengalami pertumbuhan yang negatif yang artinya
mengalami penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah (Abdul Halim:
2004). Berikut ini adalah rumus untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan
daerah, dimana (PAD Tahun t) diartikan pendapatan tahun yang dihitung dan

(PAD Tahun t-1) adalah pendapatan tahun sebelumnya.

26 Immanuel R. A. Polli, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, “Analisis Pengukuran Kinerja
Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value Foe Money”, Jurnal Riset Ekonom,
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 8, no. 4 (2020): 783,
https://ejournal unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072

27 Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 16, no. 1 (Maret 2016):

http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050
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Adapun rumus pengukurannya yaitu :

PAD Tahun t — PAD Tahun ¢-1
Pertumbuhan PAD Tahunt = x 100%
PAD Tahun t-1

2)  Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber
pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka
ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan
provinsi menjadi semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Abdul Halim,
2012:277).%*

Adapun rumus pengukuran yang digunakan yaitu :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemandirian Keuangan = x 100%
Total Pendapatan

2 Rani Febri Ramadani, Elfreda Aplonia Lau, Suyatin, “Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda”, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 5, no. 3

(2016): 64, http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2278
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Berikut ini adalah kriteria penilaian pengukuran rasio kemandirian keuangan

daerah :
Tabel 3.2
Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian
Daerah
Rendah Sekali 0-25
Rendah >25-50
Sedang >50-175
Tinggi >75-100

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 21)
Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Abdul Halim: 234). Adapun rumus yang
digunakan yakni :
Realisasi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak = x 100%
Target Pajak Daerah

Adapun kriteria penilaian pengukuran rasio efektivitas pajak daerah adalah sebagai

berikut :
Tabel 3.3
Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria
Leih dari 100% Sangat Efektif
100% Efektif

90% - 99% Cukup Efektif

79% -89% Kurang Efektif
Kurang dari 75% Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 170)
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Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja
Analisis varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan anggaran

belanja. Adapun rumus yang digunakan yaitu :

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja — Anggaran Belanja

Rasio Keserasian Belanja (Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Terhadap Total
Belanja Daerah)

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah, peneliti juga menggunakan analisis rasio
keserasian belanja, dimana rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara
optimal. Adapun rasio keserasian belanja yang dianalisis adalah analisis belanja rutin
dan belanja pembangunan terhadap belanja daerah, berikut rumus pengukurannya:

Total Belanja Rutin

Belanja Rutin terhadap Total Belanja = x 100%
Total Belanja Daerah

Total Belanja Pembangunan
Belanja Pembangunan = x 100%
terhadap Total Belanja Total Belanja Daerah

Keterangan :
a) Belanja rutin adalah belanja operasi

b) Belanja pembangunan adalah belanja modal
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Setelah menganalisis data laporan realisasi anggaran pemerintah yang diukur
menggunakan konsep value for money dan konsep analisis rasio keuangan, peneliti
kemudian mendeskripsikan hasil pengukuran kinerja realisasi APBD Pemerintah
Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020, lalu dilakukan analisa dampak atas kinerja
keuangan daerah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.

Selanjutnya peneliti mencoba menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dikaji.




BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu
Pada penelitian ini, Kabupaten Luwu yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan merupakan objek penelitian yang akan dianalisis peneliti terkait realisasi
penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu di Tahun 2018 - 2020. Kabupaten Luwu
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi sumber pendapatan daerahnya
sendiri, dengan harapan Pemerintah daerah mampu meningkatkan pajak daerah sehingga dapat
memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tujuannya berdampak terhadap
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.

a. Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu terbagi dalam dua wilayah yakni
Kabupaten Luwu bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Wajo di sebelah selatan.
Kemudian Kabupaten Luwu bagian utara dibatasi Kabupaten Luwu Utara di sebelah utara dan
Kota Palopo di sebelah selatan, Teluk Bone di sebelah timur, serta Kabupaten Tana Toraja
dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Luwu di sebelah timur terbentang pantai yang
panjang kurang lebih 100 km, sarat dengan potensi usaha perikanan, rumput laut, dan
pertambakan. Kemudian di sebelah barat terbentang pegunungan yang berpotensi untuk
pengembangan agrowisata dan beberapa jenis bahan tambang yang terkandung di dalamnya.
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Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km2 yang terdiri dari
22 Kecamatan pada tahun 2017 dan terbagi dalam 227 Desa/Kelurahan. Kecamatan
Latimojong adalah Kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, sedangkan Kecamatan Belopa
Utara memiliki luas wilayah terkecil. Adapun Kecamatan yang sangat terpencil yakni
Kecamatan Latimojong, Bastem dan Bastem Utara, serta sebagian wilayah Kecamatan
Walenrang Barat, Lamasi Timur, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong dan Larompong Selatan.

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu melaporkan bahwa jumlah
penduduk Kabupaten Luwu pada tahun 2019 sebanyak 362.027 jiwa, dengan jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 177.382 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak
184.645 jiwa. Disebutkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di
Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Bua, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah
Kecamatan Latimojong.
b. Visi dan Misi Bupati Luwu

Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019 - 2024 adalah :
“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”.

Memperhatikan visi pembangunan daerah serta kondisi yang ingin dicapai Pemerintah
Kabupaten Luwu pada masa yang akan datang, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan
daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024, maka misi Kabupaten Luwu adalah sebagai
berikut :
1) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan

akuntabel.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua

lapisan masyarakat.
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Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil
menengah dan perluasan lapangan kerja.

Mewujudkan ketahanan pangan dan pereckonomian daerah yang tangguh berbasis
agribisnis.

Meningkatkan kuaitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten
luwu yang religius.

Optimaslisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
Penegakan supremast hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partispasi publik.
Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta

penanggulangan bencana.

Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah
Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh

Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan

Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka memenuhi kebutuhan karakteristik dan potensi

yang dimiliki daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan
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Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang
maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu menyusun
dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan, dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah  daerah harus melakukan
optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas untuk
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah
daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi
pada pencapaian tingkat kinerja tertentu.?’

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016, Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKD
Kabupaten Luwu menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan

2 Elizar Sinambela, Fitriani Saragih, Eka Nurmala Sari, “Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan
Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara”, Jurnal llmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan 18, no. 2 (2018): 95, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/2527
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bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pengelolaan keuangan dan aset-daerah.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
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Berikut ini adalah tabel laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020, yang digunakan peneliti untuk

mengukur kinerja keuangan daerah.

Tabel 4.1

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018

(Dalam Rupiah)
2018
Uraian
Anggaran Realisasi
Pendapatan 1.340.510.284.241,00 | 1.323.121.884.246,45
Pendapatan Asli Daerah 109.956.013.141,00 106.865.737.219,45

Pendapatan Pajak Daerah

21.219.500.000,00

23.225.730.202,36

Pendapatan Transfer

1.167.026.271.100,00

1.157.431.081.594,00

Lain-lain pendapatan yang sah

63.528.000.000,00

58.824.465.433,00

Belanja

1.369.283.198.366,09

1.333.858.528.125,39

Belanja Operasi

1.162.340.661.575,09

1.131.102.538.650,39

Belanja Modal 203.861.217.433,00 199.814.400.867,00
Belanja Tak Terduga 200.000.000,00 60.269.250,00
Transfer 2.881.319.358,00 2.881.319. 358,00

Penerimaan Daerah

34.272.914.125,09

34.253.771.032,09

Pengeluaran Daerah

5.500.000.000,00

5.517.620.000,00

Pembiayaan Netto

28.772.914.125,09

28.736.151.032,09

(SILPA)

0,00

17.999.507.153,15

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu (2021)



Tabel 4.2

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2019

(Dalam Rupiah)
2019
Uraian
Anggaran Realisasi
Pendapatan 1.479.114.654.608,00 | 1.473.544.720.417,36
Pendapatan Asli Daerah 115.652.178.540,00 113.768.440.255,63

Pendapatan Pajak Daerah

22.865.000.000,00

25.548.757.376,37

Pendapatan Transfer

1.301.740.876.068,00

1.294.244.777.818,73

Lain-lain pendapatan yang sah

61.721.600.000,00

65.531.502.343,00

Belanja

1.493.114.161.813,15

1.449.070.271.614,00

Belanja Operasi

1.182.054.475.413,15

1.145.808.458.331,00

Belanja Modal 307.262:186.400,00 299.939.445.953,00
Belanja Tak Terduga 550.000.000,00 480.160.545,00
Transfer 3.247.500.000,00 2.842.206.785,00

Penerimaan Daerah

17.999.507.205,15

18.000.657.153,15

Pengeluaran Daerah

4.000.000.000,00

4.009.619.650,00

Pembiayaan Netto

13.999.507.205,15

13.991.037.503,15

(SILPA)

0,00

38.465.486.306,51

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu (2021)
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Tabel 4.3

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020

(Dalam Rupiah)
2020
Uraian
Anggaran Realisasi
Pendapatan 1.452.458.851.988,00 | 1.451.966.167.852,71
Pendapatan Asli Daerah 112.603.499.146,00 123.162.255.946,09

Pendapatan Pajak Daerah

21.370.000.000,00

23.593.714.129,60

Pendapatan Transfer

1.222.022.427.045,00

1.208.907.388.326,62

Lain-lain pendapatan yang sah

117.832.925.797,00

119.896.523.580,00

Belanja

1.489.442.077.948,00

1.419.052.219.784,30

Belanja Operasi

1.180.420.907.080,00

1.122.280.889.266,30

Belanja Modal 297.023.670.868,00 286.351.885.895,00
Belanja Tak Terduga 9.000.000.000,00 7.769.105.207,00
Transfer 2.997.500.000,00 2.650.339.416,00

Penerimaan Daerah

39.983.225.960,00

38.465.636.306,51

Pengeluaran Daerah

3.000.000.000,00

3.005.360.000,00

Pembiayaan Netto

36.983.225.960,00

35.460.276.306,51

(SILPA)

0,00

68.374.224.374,92

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu (2021)
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C. Analisis Data dan Pembahasan

Peneliti dalam menganalisis kinerja penggunaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu menggunakan konsep value for money yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis,
rasio efisiensi dan rasio efektivitas, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut :
1. Rasio Ekonomis

Berdasarkan pernyataan Ibu Rahmi Triyulin, SE, Si. Ak, selaku Kepala Bidang Akuntansi
BPKD Kabupaten Luwu, beliau menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah dikatakan
ekonomis apabila realisasi anggaran belanja daerah mendekati atau sesuai nilai nominalnya
dengan target anggaran belanja daerah yang dicanangkan. Apabila realisasi belanja daerah jauh
lebih kecil dari target anggaran belanja daerah yang sudah ditentukan, maka sisa anggaran
belanja daerah yang tidak terpakai akan dikembalikan ke Kas daerah. Diketahui bahwa semakin
besar rasio ekonomis, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah daerah mampu dalam
memprediksi biaya atas pengeluaran, sehingga kinerja keuangan Pemerintah daerah semakin
baik. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari segi ekonomis, dilakukan penghitungan seperti
berikut :

Realisasi Belanja untuk memperoleh Pendapatan

Ekonomis = x 100 %
Target Anggaran Belanja untuk memperoleh Pendapatan

Ketentuan :

a. Jika X >100% , maka Tidak Ekonomis
b. Jika persentasenya 90% - 100%, maka dikatakan Ekonomis
Jika persentase 80% - 90%, maka Cukup Ekonomis

e

o

Jika persentase 60% - 80%, maka Kurang Ekonomis
e. Jika X <60%, juga dinyatakan Tidak Ekonomis



42

Tabel 4.4

Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun Realisasi Belanja Anggaran Belanja Rasio
Daerah Daerah Ekonomis
2018 1.333.858.528.125,39 1.369.283.198.366,09 97,41 %
2019 1.449.070.271.614,00 1.493.114.161.813,15 97,05 %
2020 1.419.052.219.784,30 1.489.442.077.948,00 95,27 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

Dilihat dari tabel 4.4, maka untuk Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
yang diukur dalam 3 tahun, adalah sebagai berikut:

1) Terlihat di tahun 2018 rasio ekonomisnya sebesar 97,41%, dimana angka persentase
tersebut termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara tingkat persentase
90% - 100%.

2) Kemudian tahun 2019 rasio ekonomisnya tetap diangka 97%, yang dimana masih
termasuk kategori ekonomis.

3) Terakhir di tahun 2020 rasio ekonomisnya sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar
95,27%, namun persentase tersebut tetap dalam kategori ekonomis karena penurunannya
tidak signifikan.

Rasio ekonomis sering disebut sebagai penghematan yang mencakup pengelolaan secara
cermat dan tidak ada pemborosan, namun berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah bahwa
ekonomis juga diartikan sebagai pengelolaan anggaran yang apabila realisasi anggaran belanja
daerah mendekati atau sesuai nilai nominalnya dengan target anggaran belanja daerah yang

sudah ditentukan.
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Berikut grafik pengukuran kinerja konsep value for money untuk rasio ekonomis tahun
anggaran 2018 - 2020 :

Grafik 4.1
Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun Anggaran 2018 - 2020

Rasio Ekonomis
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Sumber : Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan grafik 4.1 perkembangan rasio ekonomis mengalami penurunan dari tahun
ke tahun meski tidak secara signifikan. Tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami
penurunan sebesar 0,36%. Kemudian tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan
sebesar 1,78%. Hal in1 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja daerah Pemerintah
Kabupaten Luwu masih dalam kategori ekonomis dalam 3 tahun terakhir.
2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara input yang
digunakan terhadap output yang dihasilkan. Efisiensi bertujuan untuk mengoptimalkan
penggunaan sumber daya dan menggunakan anggaran seminimal mungkin dan dapat mencapai
output yang maksimal. Tingkat efisiensi pada pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan

meninjau perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah.



Berikut diuraikan penghitungan rasio efisiensi berdasarkan rumus yang digunakan :

Realisasi Belanja untuk memperoleh Pendapatan

Efisiensi = x 100 %
Realisasi Pendapatan Daerah
Ketentuan :
a. Jika X > 100% , maka Tidak Efisien
b. Jika persentasenya 90% - 100%, maka Kurang Efisien
c. Jika persentase 80% - 90%, maka Cukup Efisien
d. Jika persentase 60% = 80%, maka dikatakan Efisien
e. Jika X < 60%, maka Sangat Efisien
Tabel 4.5
Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Luwu
Tahun Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan Rasio
Daerah Daerah Efisiensi
2018 1.333.858.528.125,39 1.323.121.884.246,45 100,81%
2019 1.449.070.271.614,00 1.473.544.720.417,36 98,33%
2020 1.419.052.219.784,30 1.451.966.167.852,71 97,73%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah
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Dilihat dari tabel 4.5, maka untuk Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

yang diukur dalam 3 tahun, adalah sebagai berikut:

1) Untuk tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 100,81%, dimana angka persentase tersebut

termasuk dalam kategori tidak efisien karena hasilnya lebih dari 100%.
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2) Kemudian tahun 2019 rasio efisiensinya menurun diangka 98,33%, yang mana persentase
tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara tingkat persentase
90% - 100%.

3) Terakhir di tahun 2020 rasio efisiensinya kembali menurun menjadi sebesar 97,73%,
namun persentase tersebut tetap dalam kategori kurang efisien karna penurunannya tidak
signifikan.

Berikut grafik pengukuran kinerja konsep value for money untuk rasio efisiensi tahun
anggaran 2018 - 2020 :

Grafik 4.2
Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun Anggaran 2018 - 2020
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Berdasarkan grafik 4.2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada rasio efiseinsi. Rasio
efisiensi untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sebesar 2,48%.
Selanjutnya tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 0,6%,
dimana grafik tersebut terlihat lebih rendah daripada grafik sebelumnya, meski demikian

hasilnya masih termasuk dalam kategori kurang efisien.



46

Melalui analisis rasio efisien dapat diketahui seberapa besar efisien belanja daerah yang
dikeluarkan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Luwu. Berdasarkan grafik 4.2
bahwa kinerja keuangan Kabupaten Luwu dapat dinyatakan kurang efisien dalam merealisasikan
anggaran belanja daerah untuk mencapai output secara maksimal. Apabila Pemerintah daerah
berhasil merealisasikan anggaran belanja daerah sesuai target yang telah ditetapkan, keberhasilan
itu kurang memiliki arti jika output dari realisasi pendapatan yang diterima belum maksimal.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai target. Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari
100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja Pemerintah Kabupaten
Luwu.

Pengukuran efektivitas membandingkan antara output dengan outcome. Adapun rumus
penghitungan rasio efektivitas yang digunakan yakni :

Realisasi Pendapatan Daerah

Efektivitas = x 100 %
Target Pendapatan (Anggaran Penerimaan Daerah)

Ketentuan :

a. Jika X>100% , maka Sangat Efektif

b. Jika persentasenya 90% - 100%, maka Efektif

c. Jika persentase 80% - 90%, maka Cukup Efektif
d. Jika persentase 60% - 80%, maka Kurang Efektif

e. Jika X <60%, maka Tidak Efektif



Tabel 4.6

Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun Realisasi Pendapatan | Anggaran Pendapatan Rasio
Daerah Daerah Efektivitas
2018 1.323.121.884.246,45 1.340.510.284.241,00 98,70%
2019 1.473.544.720.417,36 1.479.114.654.608,00 99,62%
2020 1.451.966.167.852,71 1.452.458.851.988,00 99,96%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah
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Dilihat dari tabel 4.6, maka untuk Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

yang diukur dalam 3 tahun, adalah sebagai berikut:

1) Untuk tahun 2018 rasio efektivitasnya sebesar 98,70%, dan termasuk dalam kategori

efektif karena persentasenya berada diantara angka 90% sampai dengan 100%.

2) Selanjutnya tahun 2019 rasio efektifitasnya meningkat menjadi 99,62%, dan masih

termasuk dalam kategori efektif.

3) Kemudian di tahun 2020 rasio efektivitasnya kembali sedikit meningkat menjadi 99,96%,

namun persentase tersebut tetap dalam kategori efektif.
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Berikut grafik pengukuran kinerja konsep value for money untuk rasio efektivitas tahun
anggaran 2018 - 2020 :

Grafik 4.3
Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun Anggaran 2018 - 2020
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Berdasarkan grafik 4.3 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada rasio efektivitas.
Rasio efektivitas untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan
sebesar 0,92%, dimana grafik tersebut termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya tahun
anggaran 2019 sampai dengan 2020 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,34% dan masih
termasuk dalam kategori efektif.

Berdasarkan grafik 4.3 dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2018 - 2020 penghitungan
kinerja menggunakan rasio efektivitas dikategorikan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Luwu sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena
realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Namun
hal tersebut belum menjamin output yang dihasilkan terhadap pencapaian sesuai tujuan dan tepat

sasaran.
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Rasio Keuangan APBD

Rasio ini digunakan untuk memperdalam analisisis, dimana peneliti mengukur kinerja

keuangan APBD dengan menggunakan analisis pertumbuhan pendapatan, analisis kemandirian

keuangan, efektivitas pajak daerah, analisis varians belanja, serta keserasian belanja (belanja

rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja daerah).

a.

Pertumbuhan Pendapatan
Rumus pengukuran yang digunakan :

PAD Tahun t — PAD Tahun t-1
Pertumbuhan PAD Tahun t = x-100%

PAD Tahun t-1

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun

anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Luwu Tahun 2018 -2020
Tahun PAD Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan
Daerah
2018 | 106.865.737.219,45 2,11 % 1.323.121.884.246,45 3,05 %
2019 | 113.768.440.255,63 6,45 % 1.473.544.720.417,36 11,3 %
2020 |123.162.255.946,09 8,25 % 1.451.966.167.852,71 1,46 %
Rata-rata 5,60 % 5,27 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Dilihat dari hasil olah data pada tabel 4.7, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang diukur dalam kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada

tahun 2018 pertumbuhan PAD sebesar 2,11%, kemudian mengalami sedikit peningkatan
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pertumbuhan pada tahun 2019 yakni sebesar 6,45%, dan kembali meningkat pada tahun
2020 sebesar 8,25%. Sehingga keseluruhan rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2018 -
2020 adalah mencapai 5,60%. Selanjutnya untuk hasil pengukuran rata-rata pertumbuhan
total pendapatan daerah diperoleh sebesar 5,27%, dimana untuk tahun 2018
pertumbuhannya sebesar 3,05%, kemudian mengalami peningkatan yang sedikit cukup
signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,3%, namun pada tahun 2020 mengalami
penurunan pertumbuhan yang-drastis yakni sebesar 1,46 %. Hal ini disebabkan karena
biaya yang digunakan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk memaksimalkan peningkatan
penerimaan pendapatan pada tahun 2020 harus menyesuaikan - regulasi-regulasi
Pemerintah Pusat terkait kesiapsiagaan anggaran daerah untuk penanganan bencana yang
tidak terduga seperti penanganan virus corona, dan lain-lain.

Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus pengukuran yang digunakan :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemandirian Keuangan = x 100%

Total Pendapatan

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun
anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai

berikut:
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Tabel 4.8
Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun 2018 — 2020

Tahun PAD Pendapatan Daerah Rasio
Kemandirian

2018 106.865.737.219,45 | 1.323.121.884.246,45 8,07 %

2019 113.768.440.255,63 | 1.473.544.720.417,36 7,72 %

2020 123.162.255.946,09 | 1.451.966.167.852,71 8,48 %

Rata-rata 8,09 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Hasil penelitian pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan kriteria kemampuannya dinyatakan rendah
sekali. Penilaian tersebut berdasarkan persentase kemandirian keuangan daerah yang
diukur selama 3 tahun yakni dimana pada tahun 2018 diperoleh rasio kemandirian sebesar
8,07%, kemudian di tahun 2019 persentasenya menurun sebesar 7,72 %, dan untuk tahun
2020 sebesar 8,48%, sehingga peneliti memperoleh keseluruhan hasil rata-rata sebesar
8,09%, yang dimana persentase tersebut tergolong rasio kemandirian diangka 0 - 25%
yang berarti tingkat kemandirian keuangan daerah dinyatakan rendah sekali.

Efektivitas Pajak Daerah

Rumus pengukuran yang digunakan :

Realisasi Pajak Daerah
Rasio Efektivitas Pajak = x 100%
Target Pajak Daerah
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Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun

anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rasio efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun 2018 - 2020

Tahun Pajak Daerah Rasio
Efektivitas
Anggaran Realisasi
2018 21.219.500.000,00 23.225.730.202,36 109,45 %
2019 22.865.000.000,00 25.548.757.376,37 111,73 %
2020 21.370.000.000,00 23.593.714.129,60 110,40 %
Rata-rata 110, 52 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan sangat efektif.

Penilaian positif ini berdasarkan tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018

rasio efektivitasnya sebesar 109,45%, kemudian di tahun 2019 persentasenya meningkat

menjadi 111,73%, dan untuk tahun 2020 sebesar 110,40%, maka keseluruhan rata-rata

rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Luwu yang diukur dalam kurun

waktu 3 tahun sebesar 110, 52 %, yang artinya tergolong sangat efektif karna melebihi

persentase 100 persen.
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d. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja Daerah

Rumus pengukuran yang digunakan :

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja — Anggaran Belanja

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun
anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rumus pengukuran analisis varians belanja daerah
adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Analisis Varians Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun 2018 — 2020

Tingkat
Tahun Anggaran Realisasi Selisih Ketercapaian
(%)
2018 [1.369.283.198.366 | 1.333.858.528.125 | 35.424.670.240 97,41 %
2019 |[1.493.114.161.813 | 1.449.070.271.614 | 44.043.890.199 97,05 %
2020 |[1.489.442.077.948 | 1.419.052.219.784 | 70.389.858.163 95,27 %

Rata-rata 96.57 %
Sumber : Data diolah Tahun 2021

Setelah dilakukan analisis varians atau selisih belanja Pemerintah Kabupaten Luwu,
bahwa berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10, dapat diketahui pada tahun 2018
selisth anggaran belanja dengan realisasi belanja mencapai tingkat ketercapaian 97,41%,
kemudian tahun 2019 tingkat ketercapaiannya yaitu 97,05%, dan di tahun 2020 sebesar
95,27%. Sehingga jika dikalkulasikan maka keseluruhan rata-ratanya sebesar 96.57%
yang artinya kinerja anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan

baik, karena realisasi belanja sudah mendekati anggaran belanja yang sudah ditetapkan.
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Keserasian Belanja (Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Terhadap Total

Belanja)

Rumus pengukuran yang digunakan :

Belanja Rutin terhadap Total Belanja =

Total Belanja Rutin

Total Belanja Daerah

Total Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan =
terhadap Total Belanja

Total Belanja Daerah

x 100%

x 100%

Adapun hasil pengukuran laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu tahun

anggaran 2018 - 2020 berdasarkan rasio keserasian belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Kabupaten Luwu

Tahun 2018 - 2020

Tahun
Rasio 2018 | 2019 2020 Rata-
rata
(Total Belanja Rutin/Total Belanja
Daerah) x 100% 84,79 % | 79,07 % | 79,08 % | 80,98 %
(Total Belanja Pembangunan/Total
Belanja Daerah) x 100% 14,98 % | 20,69 % | 20,17 % | 18,61 %

Sumber : Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data penelitian pada tabel 4.11, diperoleh hasil belanja rutin

terhadap total belanja daerah dengan rata-rata mencapai 80,98%, dimana pada tahun 2018

persentasenya 84,79%, kemudian menurun di tahun 2019 sebesar 79,07 %, dan pada
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tahun 2020 mencapai 79,08%. Selanjutnya untuk belanja pembangunan terhadap total
belanja daerah diperoleh hasil penghitungan pada tahun 2018 sebesar 14,98%, lalu
meningkat pada tahun 2019 menjadi 20,69%, dan di tahun 2020 sebesar 20, 17%,

sehingga rata-rata belanja pembangunannya adalah 18,61%.

Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kantor

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, dimana narasumbernya adalah

Bapak Arjuno Putra, S:P, ME, selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, beliau menyampaikan beberapa hal informasi terkait seperti

apa penyusunan dan pengesahan APBD, serta bagaimana pengendalian dan pelaksanaan

anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Luwu, yakni sebagai berikut.

a.

1

2)

Penyusunan dan Pengesahan APBD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu dalam menyusun APBD
berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Tahapan penyusunan APBD dimulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Pemerintah daerah melaksanakan musyawarah atau Musrenbang di masyarakat terkait
pembangunan daerah di tingkat Kecamatan dimana dalam hal ini Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan reses atau kunjungan kerja guna menjaring dan
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4)
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menampung bahkan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah, selanjutnya diadakan
Forum SKPD untuk menyelaraskan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Rencana Kerja di
tingkat Kecamatan. Setelah pelaksanaan Forum SKPD, pemerintah daerah dalam hal ini
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu
kemudian menyusun Rencana Kerja- (Renja) untuk tahun anggaran berikutnya
berdasarkan hasil-hasil Forum SKPD. Selanjutya Rencana Kerja (Renja) yang telah
disusun BAPPEDA kemudian menjadi bahan dasar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPKD) untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Pagu Indikatif Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya BPKD menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dibahas bersama dengan DPRD, setelah
disetujui bersama dengan DPRD, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD disetiap
akhir bulan November.

Adapun pihak-pihak yang kemudian dilibatkan dalam Penyusunan APBD yaitu dari
Eksekutif seperti Bupati dan Wakil Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan dan
Litbang Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA), Inspektorat Daerah, Tim Anggaran, dan seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kemudian dari Legislatif selaku yang
mengesahkan APBD yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu
menyebutkan bahwa dalam penyusunan APBD terdapat kendala yang dialami Pemerintah

Kabupaten Luwu yakni perubahan-perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat seperti
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kebijakan Pemerintah Pusat terkait intruksi pengalokasian anggaran belanja daerah yang
dialihkan dan disesuaikan untuk penanganan wabah Covid-19.

Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Bidang anggaran BPKD dalam melaksanakan penganggaran belanja daerah berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan® Keuangan Daerah, dimana dokumen rencana Kkerja
perangkat pemerintah daerah menjadi bahan dasar bidang anggaran BPKD untuk
menyusun-Kebijakan Umum APBD dan Pagu Indikatif SKPD yang melibatkan tim
anggaran serta dibahas bersama dengan DPRD. Selanjutnya bidang anggaran BPKD
kemudian menyusun RAPBD, lalu ditetapkan RAPBD tersebut menjadi APBD bersama
dengan DPRD.

Proses pencairan belanja daerah dilakukan secara bertahap, dimana mekanisme pencairan
anggaran belanja tersebut ada yang bertahap melalui ganti uang, ada yang secara
langsung, dan ada yang melalui tambahan uang. Jadi untuk pencairan anggaran belanja
daerah yang rutin dilakukan secara bertahap.

Kemudian realisasi belanja daerah tidak bisa melebihi target anggaran belanja daerah,
karena pedoman SKPD untuk melakukan pengeluaran adalah APBD yang telah
ditetapkan secara bersama. Selain itu, Pemerintah daerah ditekankan untuk berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengeluaran belaja daerah
diluar APBD vyang sudah dianggarkan atau tidak bisa melakukan pembebanan diluar

anggaran yang sudah ditetapkan.
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4) Selanjutnya realisasi belanja daerah tidak mencapai target disebabkan beberapa hal,

6)

pertama BPKD dalam menyusun dan merancang target anggaran belanja daerah yang
merupakan proyeksi 1 tahun ke depan tersebut berdasarkan asumsi-asumsi, dimana
asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD seperti Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk menentukan target pendapatan daerah,
tingkat inflasi yang apabila tingkat inflasi naik maka belanja daerah menjadi semakin
tinggi sehingga akan berpengaruh dalam menyusun APBD, kemudian suku bunga juga
mempengaruhi APBD karna ada penerimaan yang penempatannya berasal dari Bank, dan
regulasi-regulasi Pemerintah Pusat terkait kesiapsiagaan anggaran daerah untuk
penanganan bencana yang tidak terduga.

Agar tidak terjadi pemborosan anggaran, bidang anggaran BPKD Luwu telah menyusun
standar-standar harga barang yang diambil berdasarkan survel penyedia-penyedia yang
ada di Kabupaten. Selain itu, bidang anggaran BPKD Luwu juga bekerjasama dengan
penyedia-penyedia di Kota Makassar dan juga telah dilakukan survei, kemudian
ditetapkanlah standar harga barang maksimal sehingga SKPD tidak bisa melebihi harga
barang yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis standar biaya untuk
kegiatan-kegiatan fisik oleh tim penyusun analisis standar biaya agar tidak terjadi mark
up yaitu penambahan harga biaya yang tidak sesuai. Kemudian dilakukan asistensi
terhadap rencana kerja SKPD agar belanja-belanja yang tidak perlu dan tidak mendukung
pencapaian output kegiatan itu ditiadakan dan dialihkan ke belanja yang mendukung
pencapaian output kegiatan sesuai rencana kerja pemerintah daerah.

Terkait sisa anggaran yang tidak terpakai atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA), dana tersebut merupakan penerimaan pembiayaan, dimana mekanisme
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penggunaannya yaitu dilaksanakannya terlebih dahulu audit sisa anggaran tahun berjalan
oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Setelah diaudit BPK, kemudian BPK
mengeluarkan laporan hasil audit terhadap penggunaan dana SILPA tersebut. Hasil audit
BPK menjadi pedoman BPKD untuk memasukkan dana SILPA tersebut ke dalam APBD
perubahan tahun berikutnya.

Terkait realisasi belanja daerah agar tepat sasaran, bidang akuntasi BPKD terlebih dahulu
melakukan pengujian terhadap dokumen penggunaan anggaran sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila ditemukan tidak sesuali penggunaannya atau
berlebihan maka tidak dapat dicairkan anggarannya.

Ada beberapa kriteria kinerja APBD dapat dikatakan baik yaitu pertama kesesuaiannya
dengan peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Kedua kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan sehingga
terjadi kesesuaian antara proses penganggaran dengan dokumen perencanaan pemerintah
daerah, dimana dilakukan pengujian terhadap kesesuaian belanja daerah tersebut. Ketiga
bidang anggaran BPKD Luwu menganalisa dan menguji perkembangan asumsi-asumsi
APBD dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, memperhatikan
perkembangan PDRB agar tidak rendah sebab apabila PDRB menjadi tinggi artinya
perekonomian masyarakat dinyatakan cukup baik sehingga penerimaan pendapatan dari
segi pajak juga akan meningkat serta asumsi-asumsi lainnya yang digunakan dalam
penyusunan APBD sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar tidak terjadi

gagal bayar. Dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, hal tersebut
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merupakan tugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dimana dilakukan
pemutakhiran data, perbaikan data, pembinaan dan sosialisasi kepatuhan wajib pajak,
penegakan sanksi-sanksi yang perlu diterapkan agar masyarakat tidak ada yang
menghindari pajak dan tidak ada pihak-pihak atau oknum yang kemudian menggelapkan
pajak, kemudian dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan

penagihan-penagihan dengan maksud tujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Pembahasan

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Berdasarkan Pengukuran Konsep
Value for money

Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar
yang telah ditetapkan, dimana kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar
dapat meningkatkan produktifitas, sehingga apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai apa
yang diinginkan. Terkait penilaian kinerja, peneliti menggunakan konsep value for money
yang terdiri dari rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk mengukur
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 — 2020. Berdasarkan hasil
pengukurannya, pada rasio ekonomis diperoleh hasil rata-rata sebesar 96,57% yang
berarti kinerjanya tergolong ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan
keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu selama tahun 2018 — 2020 telah mampu
dikendalikan dan dikelola dengan cara yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya
pemborosan penggunaan anggaran APBD yang tidak produktif. Sebagaimana diketahui
bahwa dalam pemenuhan kebutuhan infrastuktur, tenaga kerja, atau barang modal yang
dikonsumsi Pemerintah Kabupaten Luwu untuk pelaksanaan kegiatan operasional

organisasi perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mesti
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memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah agar menjadi lebih hemat, serta
benar-benar tepat guna hasilnya sampai kepada masyarakat. Selanjutnya pada rasio
efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020 diperoleh
hasil rata-rata sebesar 98,95% yang kategori kinerjanya dinyatakan kurang efisien.
Kurang efisiennya pengelolaan keuangan daerah terjadi dapat disebabkan beberapa hal
seperti terlalu banyaknya jenis program yang membuat realisasi anggaran belanja daerah
yang tidak menjadi fokus sehingga capaian kinerja tidak menjadi optimal dan realisasi
pendapatan yang diterima tidak maksimal. Sehingga melalui pengukuran rasio efisiensi,
pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan alokasi belanja daerah yang
berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat yang tepat sasaran seperti
penanganan kemiskinan di daerah dan peningkatan penyerapan tenaga kerja masyarakat.
Kemudian terkait rasio efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang
diukur dari tahun 2018 — 2020 diperoleh hasil rata-rata sebesar 99,42% yang berarti
kinerja pengelolaan keuangannya dinyatakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Luwu sudah efektif dalam menjalankan kegiatan pemerintahan
untuk mencapai target penerimaan pendapatan, karena realisasi anggaran pendapatan
sudah mendekati target anggaran penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan. Meski
demikian, masyarakat tetap diharapkan ikut berperan membantu Pemerintah Kabupaten
Luwu dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu dalam
memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. Masyarakat diharapkan sadar dan patuh
akan pentingnya wajib pajak dan tidak menghindari pajak, dengan demikian
keikutsertaan masyarakat tersebut sebagai wujud kesadaran mendukung upaya

pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah.
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b. Penilaian Kinerja Berdasarkan Pandangan Islam

Terkait penilaian kinerja, Islam memandang kinerja sebagai bagian dari ibadah dan jihad
untuk bersikap konsisten terhadap ketentuan peraturan Allah Swt, yang dimana kinerja mesti
dilandasi prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an. Adapun prinsip-prinsip
tersebut yakni sebagai berikut :

1) Shiddiq (Jujur)

Kejujuran adalah salah satu karakter atau sifat utama Nabi Muhammad Shallallahu
‘Alaihi Wasallam. Kejujuran dalam penelitian ini ditujukan kepada Pejabat Pemerintah
Kabupaten Luwu yang bertugas mengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu. Apabila
kejujuran telah tertanam dalam diri setiap Pejabat Pemerintah, maka akan tumbuh kesadaran
untuk tidak membohongi rakyat dan tidak berbuat curang untuk melakukan korupsi, sehingga
kejujuran tersebut akan berdampak positif dalam menambah penerimaan pendapatan daerah
yang berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Ahzab

ayat 70 - 71 :
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Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah
perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni
dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia

menang dengan kemenangan yang agung”.
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Kejujuran berkaitan dengan prinsip integritas, dimana integritas merupakan salah satu

prinsip manajemen keuangan. Integritas perlu dimiliki oleh setiap individu yang berada di

pemerintahan daerah, sebab individu yang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang

jujur dan berkarakter kuat. Integritas juga harus ada pada laporan dan catatan keuangan daerah

agar keakuratannya dapat dipercaya serta kelengkapannya terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala

Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu, peneliti menilai bahwa kejujuran Pemerintah

Kabupaten Luwu dalam mengelola APBD dapat ditinjau berdasarkan tata cara pengendalian

dan pelaksanaan anggaran belanja daerah yang dilakukan BPKD Kabupaten Luwu.

a)

b)

d)

Pertama, BPKD Kabupaten Luwu ditekankan untuk berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga
pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengeluaran belaja daerah diluar APBD
yang sudah ditetapkan.

Kedua, agar tidak terjadi pemborosan anggaran, bidang anggaran BPKD Kabupaten
Luwu telah menyusun standar-standar harga barang yang diambil berdasarkan hasil
survei penyedia-penyedia di Kabupaten Luwu dan Kota Makassar.

Ketiga, dilakukan analisis standar biaya untuk kegiatan-kegiatan fisik oleh tim
penyusun analisis standar biaya agar tidak terjadi mark up atau penambahan harga
biaya yang tidak sesuai.

Keempat, sisa anggaran yang telah menjadi dana SILPA terlebih dahulu diaudit oleh
Badan Pengawas Keuangan (BPK), kemudian hasil audit BPK menjadi pedoman
BPKD untuk memasukkan dana SILPA tersebut ke dalam APBD perubahan tahun

berikutnya.
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e)  Kelima, dalam proses penganggaran, bidang akuntasi BPKD Luwu terlebih dahulu
melakukan pengujian terhadap dokumen penggunaan anggaran sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga apabila ditemukan tidak sesuai
penggunaannya atau berlebihan maka tidak dapat dicairkan anggarannya.

2) Amanah (Dapat dipercaya)

Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam dikenal sebagai saudagar ulung dengan kejujuran,
kemuliaan dan amanahnya dalam berniaga, sehingga beliau mempunyai gelar A/ - Amin yaitu
artinya yang terpercaya. Menurut istilah aqidah dan syari’at agama, amanah adalah segala hal
yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah Swt maupun
hak manusia kepada manusia yang lainnya, baik yang berupa benda, pekerjaan, perkataan,
ataupun kepercayaan hati. Adapun prinsip amanah dalam penelitian ini ditujukan kepada
Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu yang mengelola keuangan APBD Kabupaten Luwu,
dengan harapan bahwa pengelolaan tersebut mampu meningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disebutkan dalam QS. Al-Anfal ayat 27 :
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Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul dan

(juga) janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu

mengetahui”.

Prinsip amanah juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah
salah satu prinsip manejemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,

pemerintah daerah harus mampu menjelaskan dan menyampaikan bagaimana dan seperti apa
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keuangan daerah dikelola. Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban
pemerintah daerah memberikan pelaporan atas realisasi penggunaan APBD kepada
Pemerintah Pusat terkhusus kepada masyarakat secara umum. Adapun pedoman yang
digunakan bidang anggaran BPKD Luwu dalam melaksanakan tugas mengelola APBD yaitu
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2022.

3) Tabligh (Menyampaikan)

Tabligh adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh para Nabi. Tabligh berasal dari kata
balagha yang berarti menyampaikan, sedangkan menurut istilah tabligh adalah menyampaikan
ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Swt, kepada umat manusia untuk memperoleh
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Prinsip tabligh pada penelitian ini ditujukan kepada
Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu dalam merealisasikan penggunaan APBD Kabupaten
Luwu, dengan harapan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu mampu menyampaikan secara
transparansi kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan
daerah. Pada intinya, sifat tabligh ini bermakna menyampaikan sesuatu dengan benar dan

tepat sasaran.
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Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 9, Allah SWT berfirman :
G ¥ sk 20 Dile st 58 paile 185 9 0 2
Artinya:
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan
keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap

(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan

hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Tabligh berkaitan dengan prinsip transaparansi yang juga merupakan prinsip manajemen
keuangan. Transparansi adalah salah satu modal utama untuk mendapatkan kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah agar
keberlanjutan pembangunan daerah tetap stabil dan bersih dari tindak penyelewengan
anggaran daerah. Pemerintah daerah diharapkan tidak melakukan kecurangan atau
kebohongan kepada publik serta terbuka terkait kondisi keuangan daerah dan terbuka
mengenai aktivitas pekerjaan yang dilakukan pemerintah daerah seperti membuat laporan
keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta tidak dimanipulasi.

4) Fathonah (Cerdas)

Al-Fathonah adalah sikap cerdas dan bijaksana, yang merupakan sifat wajib Rasulullah
SAW. Kecerdasan baginda Rasulullah SAW adalah mampu membaca hikmah dari setiap
peristiwa yang terjadi dan melahirkan ide gemilang menuju perubahan masyarakat yang
diridhoi Allah Swt. Dalam pandangan Islam, akal salah satu aspek dari kelebihan manusia
dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban.
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Prinsip fathonah pada penelitian ini ditujukan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten
Luwu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah atau pemimpin di tengah
masyarakat, dengan harapan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu lebih cermat dalam
mengelola keuangan daerah agar tepat sasaran dan tepat guna.

Disebutkan dalam QS. Al-Baqgarah ayat 269, Allah Swt berfirman :
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Artinya :
“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah,
sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat

mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arjuno Putra, S.IP, ME, selaku Kepala
Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu, peneliti menilai bahwa prinsip Fathonah dapat
diimplementasikan BPKD Kabupaten Luwu agar pengelolaan APBD menjadi sangat baik,
dengan cara :

a) Pertama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu harus cermat
memperhatikan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran belanja daerah dengan
peraturan perundang-undangan, agar pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

b) Kedua, BPKD Kabupaten Luwu mesti mengupayakan pengujian terhadap kesesuaian
antara dokumen Rencana Kerja (Renja) pemerintah daerah dengan proses
penganggaran, agar apa yang kemudian direncankan sesuai dengan apa yang akan

dibelanja.
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c) Ketiga, bidang anggaran BPKD Kabupaten Luwu mesti mampu menganalisa dan
menguji perkembangan asumsi-asumsi APBD, yakni dengan memperhatikan dengan
cermat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan
untuk menentukan target penerimaan pendapatan daerah yang apabila PDRB menjadi
tinggi artinya perekonomian masyarakat dinyatakan cukup baik sehingga penerimaan
pendapatan dari segi pajak juga akan meningkat, kemudian memperhatikan tingkat
inflasi yang apabila naik maka belanja daerah menjadi semakin tinggi sehingga akan
berpengaruh dalam penyusunan APBD, kemudian memperhatikan regulasi-regulasi
Pemerintah Pusat terkait kesiapsiagaan anggaran belanja daerah untuk penanganan
bencana yang tidak terduga, serta cermat memperhatikan asumsi-asumsi lainnya
yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar tidak terjadi gagal bayar.



BABYV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan konsep value for money, peneliti
menyimpulkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 — 2020 telah menghasilkan tingkat rasio
ekonomis-dengan keseluruhan rata-rata sebesar 96,57%. Selanjutnya untuk pengukuran
rasio efisiensi, secara keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 98,95% yang dimana
persentase kinerjanya dikategorikan kurang efisien. Kemudian rasio efektivitas
menghasilkan rata-rata sebesar 99,42%, dimana persentase tersebut berdasarkan kriteria
penilaiannya dinyatakan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2018 — 2020 telah digunakan dan dikelola dengan
cara yang ckonomis, hal ini berdasarkan hasil pengukuran rasio ekonomis dan analisis
varians belanja dacrah yang dimana hasil pengukurannya mencerminkan kinerja
pengelolaan keuangan yang baik sebab Pemerintah Kabupaten Luwu telah meminimalisir
terjadinya pemborosan penggunaan anggaran keuangan daerah yang berlebihan atau tidak
produktif, sehingga alokasi belanja daerah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesejahteraan masyarakat menjadi lebih tepat guna. Selanjutnya pada rasio efisien,
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu dinyatakan kurang efisien. Kurang

efisiennya pengelolaan keuangan daerah terjadi dapat disebabkan beberapa hal seperti
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terlalu banyaknya jenis program-program pemerintah daerah yang membuat realisasi
anggaran belanja daerah tidak menjadi fokus sehingga capaian kinerja pemerintah daerah
menjadi tidak optimal dan realisasi pendapatan daerah yang diterima tidak maksimal.
Kemudian terkait rasio efektivitas, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten
Luwu dinyatakan efektif. Penilaian kinerja tersebut berdasarkan pengukuran rasio
efektivitas dan efektivitas pajak daerah. yang menunjukkan hasil bahwa Pemerintah
Kabupaten Luwu telah memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan. Sehingga hal tersebut kemudian berdampak baik terhadap upaya pemerintah
daerah dalam mencanangkan program-program mewujudkan kesejahteraan masyarakat di
daerah seperti penanganan kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja masyarakat
dan pelayanan publik yang maksimal, yang dimana telah tersedianya anggaran
pendapatan daerah yang berasal dari pajak masyarakat yang kemudian diperuntukkan

kembali kepada masyarakat.

Saran

Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Luwu diharapkan dapat mempertahankan persentase rasio ekonomis sehingga
alokasi anggaran belanja daerah diharapkan menjadi lebih produktif, tidak boros, dan
tepat guna dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengefisiensikan realisasi anggaran
belanja daerah serta realisasi pendapatan daerah dengan baik, mengingat hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu
tahun anggaran 2018-2020 dinyatakan kurang efisien. Pemerintah diharapkan lebih

memperhatikan alokasi belanja daerah yang lebih tepat sasaran berdampak kepada
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kesejahteraan masyarakat seperti penanganan kemiskinan dan peningkatan penyerapan
tenaga kerja. Mengingat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Luwu selaku instansi yang
bertugas menangani program kemiskinan masyarakat di Kabupaten Luwu dinilai
kinerjanya masih tergolong cukup baik, dan data serapan tenaga kerja Kabupaten Luwu
yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2020
terlihat kurang baik.

Masyarakat diharapkan tetap.ikut andil berperan membantu Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kabupaten Luwu dalam memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah,
dengan cara patuh akan pentingnya wajib pajak dan tidak menghindari pajak, dengan
demikian keikutsertaan masyarakat tersebut sebagai wujud kesadaran mendukung upaya
pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program yang berdampak terhadap

kesejahteraan masyarakat.
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